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ABSTRAK 

Kebijakan pemerintah terhadap Tenaga Kerja Asing (TKA) bersifat 

selektif terhadap jabatan-jabatan tertentu yang belum memungkinkan diisi oleh 

tenaga kerja dari Indonesia. Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2018 diterbitkan 

karena pengaturan perizinan penggunaan Tenaga Kerja Asing  yang diatur dalam 

Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2004 tentang Penggunaan Tenaga Kerja 

Asing Serta Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Kerja Pendamping, 

perlu disesuaikan dengan perkembangan kebutuhan peningkatan investasi.  

 Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

menggunakan Metode Pendekatan Yuridis Normatif. Data yang digunakan adalah 

data sekunder berupa buku-buku literatur, peraturan perundang-undangan, 

dokumen resmi, jurnal-jurnal ilmiah, dan situs-situs internet dengan cara studi 

putaka. Data-data tersebut dikumpulkan yang kemudian disajikan dalam bentuk 

uraian sistematis. Data-data yang diperoleh dianaliis dan dijabarkan berdasarkan 

norma hukum yang berkaitan dengan objek penelitian. 

 Hasil Penelitian menunjukan bahwa terdapat perbedaan aturan yang 

terdapat pada Peraturan Presiden No 20 Tahun 2018 dengan Undang-Undang No 

13 Tahun 2003, dimana dipermudahnya prosedur penggunaan Tenaga Kerja 

Asing, hal ini menimbulkan akibat semakin sempitnya peluang Tenaga Kerja 

Indonesia mendapatkan pekerjaan yang layak di negaranya. 

  

Kata Kunci : Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2018, dan Penggunaan 

Tenaga Kerja Asing. 
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ABSTRACT 

Government policies towards Foreign Workers (FW) are selective towards 

certain positions which are not yet possible to be filled by workers from 

Indonesia. Presidential Regulation No. 20 Year 2018 was issued because the 

licensing arrangement for the use of Foreign Workers regulated in Presidential 

Regulation No. 72 of 2004 concerning the Use of Foreign Workers and the 

Implementation of Education and Training of Assistance Workers, needs to be 

adjusted for the growth of investment. 

Metode used in this study is a research method by using juridical - 

normative. The data used in this research secondary data in the form of literature 

books, statutory regulations, official documents, scientific journals, and internet 

sites by way of putaka study. The data are collected which are then presented in a 

systematic description form. The data obtained are analyzed and elaborated 

based on legal norms related to the research object. 

The research results show that there are differences in the rules contained 

in Presidential Regulation No. 20 of 2018 with Law No. 13 of 2003, which 

simplifies the procedure for the use of Foreign Workers, this results in the 

increasingly narrow opportunities for Indonesian Workers to get decent work in 

their country. 
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